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ABSTRAK 

  

ANALISIS PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK 

PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TIPIKOR DAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 

  

Oleh 

Helina 

 

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang berdampak 

luas terhadap stabilitas dan pembangunan negara. Indonesia memiliki berbagai 

regulasi untuk memberantas korupsi diantaranya  dengan UU Tipikor dan KUHP 

Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pemidanaan 

terhadap tindak pidana korupsi antara kedua regulasi tersebut, khususnya dari 

aspek seperti jenis, berat ringannya sanksi serta pendekatan filosofi yang 

digunakan dalam menentukan pidana. 

   

Metode penelitian yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan 

pendekatan kompratif. Data diperoleh melalui pengumpulan data serta informasi 

yang didapat melalui wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan. 

Narasumber dari penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung 

Karang dan Akademisi bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas 

Lampung.  

   

Hasil penelitian menunjukkan  terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam 

pemidanaan tindak pidana korupsi antara UU Tipikor dan KUHP Nasional. UU 

Tipikor memiliki karakteristik pemidanaan yang lebih berat dan spesifik, dengan 

penekanan pada pemberantasan dan efek jera melalui sanksi pidana minimum 

khusus, pidana tambahan berupa uang pengganti, serta kemungkinan pidana mati. 

Sedangkan, KUHP Nasional, memang sudah mengakomodasi tindak pidana 

korupsi, tapi menggunakan pendekatan yang sedikit lebih lunak dan sifatnya lebih 

umum. Pasal yang dibandingakan antara UU Tipokor dan KUHP Nasional ialah 

berada dipasal 2 ayat 1 UU Tipikor dan Pasal 603 KUHP Nasional, Pasal 3 UU 

Tipikor dan Pasal 604 KUHP Nasional, Pasal 5 UU Tipikor dan Pasal 605 KUHP 

Nasional, Pasal 11 dan Pasal 606 ayat 2 KUHP Nasional, Pasal 13 dan Pasal 606 

ayat 1 KUHP Nasional. Sanksi pidana yang berada di dalam KUHP Nasional 

sudah sangat  sesuai dengan tujuan pemidanaan dikarenkan didalam  KUHP 

Nasional  secara umum sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yang 

dimana   sudah mencakup atau memenuhi seperti  unsur pembalasan, pencegahan 

dan perlindungan masyaraka.  
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Saran dari penelitian ini adalah  diharapkan agar aparat penegak hukum tetap 

mengacu pada UU Tipikor sebagai lex specialis,  yang dimana agar efek jera tetap 

maksimal. dan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam KUHP 

Nasional perlu dipastikan bahwasanya pemidanaannya tidak lebih ringan 

dibandingankan dengan UU Tipikor itu sendiri, jika terdapat kecenderungan 

dalam pengurangan ancaman pidana maka dikhawatirkan tidak memenuhi aspek 

retributif, efek jera dan pencegahan. 

  

Kata Kunci : Pemidanaan, Korupsi, KUHP Nasional, UU Tipikor 
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ABSTRACK 

  

COMPRATIVE ANALYSIS OF CRIMINAL SENTENCING FOR 

CORRUPTION OFFENSES BASED ON THE ANTI CORRUPTION LAW 

AND LAW NUMBER 1 OF 2023 

 

By 

Helina 

Corruption is one of the extraordinary crimes that has a broad impact on the 

stability and development of a state. Indonesia has established various 

regulations to combat corruption, including the Corruption Eradication Act (UU 

Tipikor) and the National Criminal Code (KUHP Nasional). This study aims to 

analyze the comparison of sentencing for corruption offenses between these two 

legal frameworks, particularly in terms of the types of sanctions, the severity of 

punishment, and the philosophical approaches underlying the determination of 

criminal penalties. 

The research employed a normative juridical approach combined with a 

comparative approach. The data used consisted of primary data obtained through 

interviews and secondary data collected through literature studies. The research 

was conducted at the High Court of Tanjung Karang, with interviews involving 

judges as well as legal scholars and academics. Data collection was carried out 

through library research and field studies, and the collected data were then 

analyzed qualitatively. 

The findings indicate that there are several fundamental differences in the 

sentencing of corruption crimes between UU Tipikor and the National Criminal 

Code. UU Tipikor is characterized by harsher and more specific punishments, 

emphasizing eradication and deterrence through provisions such as mandatory 

minimum penalties, additional sanctions in the form of restitution, and the 

possibility of capital punishment. In contrast, the National Criminal Code, while 

accommodating corruption offenses, adopts a relatively more lenient and general 

approach. The articles compared include Article 2 paragraph (1) of UU Tipikor 

and Article 603 of the National Criminal Code, Article 3 of UU Tipikor and 

Article 604 of the National Criminal Code, Article 5 of UU Tipikor and Article 

605 of the National Criminal Code, Article 11 of UU Tipikor and Article 606 

paragraph (2) of the National Criminal Code, and Article 13 of UU Tipikor and 

Article 606 paragraph (1) of the National Criminal Code. The criminal sanctions 

within the National Criminal Code are considered to be consistent with the 

general objectives of punishment, as they encompass elements of retribution, 

deterrence, and protection of society. 
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The study suggests that law enforcement authorities should continue to apply UU 

Tipikor as a lex specialis, in order to maximize the deterrent effect. Moreover, the 

sanctions for corruption offenses under the National Criminal Code must not be 

lighter than those stipulated under UU Tipikor. Any tendency to reduce the 

severity of criminal sanctions risks undermining the principles of retribution, 

deterrence, and prevention. 

Keywords: Sentencing, Corruption, National Criminal Code, Corruption 

Eradication Act (UU Tipikor) 
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MOTTO 

 
 
 

‘’ Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan 

Sesungguhnya  bersama kesulitan itu ada kemudahan’’ 

(Q. S Al Insyirah : 5-6) 

 

  

‘’ Dan bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah adalah benar’’ 

(Q.S Ar –Ruum 60) 
 
 

‘’ Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut 

diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan 

selayaknya yang kau harapkan’’ 

(Maudy Ayunda) 

 

 

‘’ Perang telah usai, aku bisa pulang  

Kubaringkan panah dan berteriak MENANG’’ 

(Nadin Amizah) 
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I. PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sangatlah merajalela di Indonesia merupakan 

suatu hal yang sangat merugikan bagi Keuangan Negara dan Perekonomian 

Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi  masyarakat serta 

dapat menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan yang di mana 

hal tersebut bertujuan untuk  mewujudkan masyarakat yang adil serta makmur. 

Dalam hal ini Tipikor tidak dapat lagi digolongkan sebagai suatu kejahatan yang 

biasa saja dikarenakan tindak pidana korupsi telah menjadi kejahatan yang sangat 

luar biasa.1 Pengertian korupsi menurut hukum positif menurut Undang-undang 

No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun 

swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.2  

Korupsi telah menjadi hambatan yang signifikan dalam usaha negara untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan perekonomiannya. 

Karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai 

kejahatan luar biasa atau extraordinary crime oleh berbagai negara, termasuk 

Indonesia.3 Dengan status ini, negara-negara memperlakukan korupsi dengan 

sangat serius karena dianggap sangat berbahaya. Menurut Robert Klitgaard 

memahami bahwa korupsi ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan 

kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut 

sumpah akan dilayaninya.  

                                                             
1 A. Dyah Dwi, (2016) ‘‘ICW: Korupsi 2015 Rugikan Negara 
2 Risbiyantoro, M. (2005). Peranan mahasiswa dalam memerangi korupsi. Modul sosialisasi anti 

korupsi BPKB. 
3 https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-

kejahatan-luar-biasa. Diakses pada tanggal 12 mei 2024, pada pukul 10.00 WIB. 

https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa
https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa
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Korupsi muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari soal sepele sampai 

pada soal yang amat besar. Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan 

instrument-instrument kebijakan seperti soal tariff, pajak, kredit, sistem irigasi, 

kebijakan perumahan, penegakan hukum, peraturan menyangkut keamanan 

umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman dan sebagainya. Di samping 

itu, ditegaskan pula bahwa korupsi itu dapat terjadi tidak saja di sector 

pemerintahan, tapi juga di sektor swasta, bahkan sering terjadi sekaligus di kedua 

sektor tersebut.4 

Kedudukan kitab Undang-undang hukum pidana merupakan sebuah aturan umum 

sebagai prinsip dasar dalam penegakan hukum pidana dipandang dari tata aturan 

peraturan perundang-undangan (statutory rule’s)  berfungsi sebagai aturan  yang 

general atau umum yang dimana prinsip-prinsip dasar (basic principles) atau yang 

dimana disebut sebagai Asas-asas umum yang ada didalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana yang masih mengacu pada Asas-asas berdasarkan aturan penutup 

yang ada didalam pasal 103 KUHP atau biasa dikenal dengan Asas Lex Specialis 

de rogat Lex Generalis berlakulah ketentuan Undang-undang yang diluar Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana yang khususnya Peraturan Perundang-Undangan 

tentang Tindak Pidana Korupsi.5 

Kondisi korupsi saat ini di indonesia berdasarkan data yang ada masih sangat 

memperihatinkan, hari semakin meningkat karena dampak kerugian negara, 

Menurut Herbert Simon sendiri menyimpulkan perihal beberapa sebab terjadinya 

korupsi yaitu:  

a. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna 

b. Administrasi yang lamban, biaya mahal, dan tidak luwes 

c. Tradisi untuk  menambah penghasilan yang kurang dari pejabat 

pemerintah dengan upeti atau suap 

d. Menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, tidak dianggap ber-tentangan 

dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi; dan 

 

                                                             
4 Robert Klitgaard, (1998), Memahami Korupsi, terjemahan Hermoyo, Yayasan Obor, Jakarta, 

hlm. Xix. 
5 Abdurrakhman Alhakim, Eko Sopoyono , (2019), Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana  

Korporasi Terhadap Pembenrantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Pembangunan Hukum 

Indonesia (Vol. 1, No, 3), hlm 323-324. 
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e. Lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya transparasi pemerintahan 

f. Lemahnya penegakan hukum 

g. Mana-kala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan 

organisasi.6      

Sanksi pemidanaan yang diatur saat ini dalam ketentuan mengacu kepada 

Undang-undang Tipikor yang terdapat sanksi pidana tegas pidana penjara yaitu 

seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan 

pidana tembahan seperti pembayaran uang pengganti, peramapasan benda 

bergerak atau tidak berwujud dan pecabutan hak-hak tertentu.7  

Kendati demikian, terdapat sanksi pidana belum bisa menanggulangi secara 

optimal salah satu upaya untuk menanggulangi adalah dengan melakukan 

pembaharuan hukum pidana yang dilakukan dalam instrumen penegakan hukum 

korupsi di indonesia ini salah satunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 

namun dimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur sanksi 

pidana terkait tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 603 berkaitan pada pasal 

tersebut mencoba melihat perbandingan antara sanksi pidana pada Undang-

undang Tipikor dan KUHP Nasional Penelitian ini mengkaji begaimana 

perbandingan pemidanaan didalam Undang-undang Tipikor Dan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2023. 

Mengingat bahwa salah satu unsur tipikor di dalam Pasal 2 Undang-undang 

31/1999 jo. Undang-undang 20/2001 diantaranya yakni unsur melawan hukum, 

memperkaya diri sendiri. Sementara unsur pada Pasal 3 Undang-undang 31/1999 

jo. Undang-undang 20/2001  keadaan tertentu orang dapat dipidana mati. Adapun 

dari kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa adanya kerugian keuangan negara 

yang ditimbulkan. Selain itu, adanya memberikan konsekuensi bahwa 

pemberantasan tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor 

melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga dianggap dapat 

                                                             
6 Lamijan, (2022), Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik, 

Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol 3, hlm 42. 
7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
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memulihkan keuangan negara akibat korupsi. Sebagaimana ditegaskan dalam 

Konsiderans dan Penjelasan Umum Undang-undang 31/1999.8  

Aturan pada ketentuan tersebut memberikan instrumen untuk memulihkan 

keuangan negara tersebut dimasukkan dalam pidana tambahan berupa 

pembayaran uang pengganti. Mengutip Paragraf 8 Penjelasan Undang-undang 

31/1999 . 

Pasal 603 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023  

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan 

keuangan negara atau perekon omian negara, dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidan a penjara paling singkat 2 (dua) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II 

(Rp 10.000.000,00)dan paling banyak kategori VI (Rp 2.000.000.000,00).9 

  

Pasal 604 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 

Setiap orang yaing dengain tujuain menguntungkain diri sendiri, oraing laiin, 

aitaiu korporaisi menyailaihgunaikain kewenaingain, kesempaitain, aitaiu sairaina i 

yaing aidai paidainyai kairenai jaibaitain aitaiu kedudukain yaing merugika in 

keuaingain negairai aitaiu perekonomiain negairai dipidainai seumur hidup aitaiu 

pailing singkait 2 (duai) taihun dain pailing laimai 20 (duai puluh) taihun sertai 

dendai pailing sedikit kaitegori II (Rp 10.000.000,00) dain pailing bainya ik 

kaitegori VI (Rp 2.000.000.000,00).10 

 

Keduai paisail diaitais yaing menjaidi permaisailaihainnyai aidailaih Paisail 603 yaing dimaina i 

menurunnyai aincaimain minimail pidainai penja irai yaing dimainai semulai 4 taihun daila im 

paisail 2 Undaing Undaing Nomor 31 Taihun 1999 Jo. Undaing-undaing Nomor 20 

Taihun 2001. Sedaingkain dailaim Undaing-undaing Nomor 1 Taihun 2023 yaing 

dimainai menjaidi 2 taihun sertai dendai yaing sebelumnyai dikenaikain minimail Rp 200 

Jutai menjaidi Rp 10 Jutai. Paisail 604 Undaing-undaing Nomor 1 Taihun 2023 

menjelaiskain terdaipait aidainyai peningkaitain aincaimain minimum pidainai penjairai yaing 

semulai dimainai hainyai 1 (saitu) taihun menjaidi 2 (duai) taihun sertai menurunnya i 

                                                             
8 Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor  20 Tahun 2001 
9 Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023  
10 Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun2023 
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aincaimain minimum dendai yaing semulai hainyai 50 jutai menja idi 10 jutai dain 

meningkaitnyai dendai paidai Undaing-undaing Nomor 31 Taihun 1999 Jo. Undaing-

undaing Nomor 20 Taihun 2001 maiksimail dendai yaing semula inyai 1 Milya ir rupiaih 

menjaidi 2 Milyair rupiaih dailaim Undaing-undaing Nomor 1 Taihun 2023. 

Kebijaikain Hukum Pidainai (Penail Policy) aitaiu bisai jugai disebut dengain Kebijaika in 

Krimina il (Criminail Policy) aidailaih merupaikain suaitu upaiyai yaing raisionail dairi 

lembaigai-lembaigai kenegairaiain yaing mempunyaii kompetisi untuk menggulaingi 

kejaihaitaiain, didailaim hail ini pemidainaiain daipait diairtikain sebaigaii penghukumain 

yaing dimainai berkaiitain dengain penjaituhain pidainai dain ailaisain-ailaisain pembenair 

(justificaition) diberi sainksi pidainai terhaidaip seseoraing dengain keputusa in 

pengaidilain. Menurut Bairdai Naiwaiwi Airief mengenaii kebijaikain baihwai tujuain dairi 

kebijaikain pemidainaiaiain ini untuk menetaipkain suaitu pidainai dimainai tidaik terlepa is 

dairi tujuain politik kriminail.11 

Definisi tersebut diperoleh dairi sebuaih paindaingain baihwai kebijaikain krimina il 

merupaikain suaitu usaihai yaing raisionail dairi maisya iraikait untuk mencegaih kejaihaita in 

dain mengaidaikain reaiksi terhaidaip kejaihaitain. Usaihai yaing raisionail ini merupaika in 

konsekuensi logis. Sudairto mengaitaikain dailaim melaiksainaikain politik oraing 

mengaidaikain penilaiiain dain melaikukain pemilihain dairi sekiain bainyaik ailternaitif 

yaing dihaidaipi.12 

Indonesiain Corruption Waitch (ICW) mencaitait aidai 791 kaisus korupsi sepainjaing 

2023, dengain jumlaih tersaingkai 1.695 oraing. Dairi jumlaih tersebut meningkait 

secairai signifikain dibainding taihun sebelumnya i yaing hainyai 579 kaisus denga in 

jumlaih tersaingkai 1.396 oraing. Meski jumlaih kaisus dain tersaingkai mengailaimi 

peningkaitain paidai 2023, potensi kerugiain negairai paidai 2023 di baiwaih 2022. Paida i 

2022 potensi kerugiain negairai yaing dikembailikain mencaipaii Rp 42,7 triliun, aika in 

tetaipi paidai taihun 2023 hainyai Rp 28,4 triliun. Paidai taihun 2023 mengenaii potensi 

kerugiain negairai menurun. Perihail hail ini tentu mengailaimi penurunain kairenai ICW 

mengailaimi potensi kerugiain negairai maisih saingait besair.  

                                                             
11 Failin, (2017), Sistem Pidana Dan Pemidanaaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana 

Indonesia, Jurnal Cendekia Hukum, ( Vol. 1, No. 3) hlm. 4 
12 Sudarto,  Hukum Dan Hukum, hlm. 153    
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ICW melaikukain pemaintaiuain tren korupsi di Indonesiai dengain cairai taibulaisi daita i 

berbaigaii kaisus di berbaigaii wilaiya ih di 38 provinsi di Indonesiai yaing ditaingaini 

oleh Kejaiksaiain, Kepolisiain dain KPK. Teknik pengumpula in daitai dila ikukain 

dengain duai cairai yaikni daitai primer dain sekunder. Daitai primer diaimbil dairi situs 

resmi aipairait penegaik hukum sementairai daitai sekunder dilihait dairi pemberitaiain 

mediai maissai. Menurut caitaitain ICW paidai 2019 kaisus korupsi yaing terungkaip 

sebainyaik 271 kaisus dengain 580 tersaingkai dain potensi kerugiain negairai Rp 8,4 

triliun. Paidai 2020 sebainyaik 444 kaisus korupsi dengain 875 tersaingkai dain potensi 

kerugiain negairai Rp 18,6 triliun, kemudiain paidai 2021 aidai 533 kaisus dengain 1.173 

tersaingkai dain potensi kerugiain negairai Rp 29,4 triliun, selainjutnyai paidai 2022 aidai 

579 kaisus 1.396 tersaingkai dain potensi kerugiain megairai Rp 42,7 triliun, kemudia in 

teraikhir paidai 2023 aidai 791 kaisus, 1.695 tersaingkai dain kerugiain negairai Rp 28,4 

triliun.13 

Korupsi telaih menjaidi aincaimain serius baigi kemaijuain suaitu negairai. Saiait berusaiha i 

meningkaitkain pertumbuhain ekonomi dain meningkaitkain kesejaihteraiain, korupsi 

justru menjaidi penghaimbait dailaim berbaigaii aispek. Daimpaik korupsi terhaidaip 

perekonomiain tidaik boleh diaibaiikain. Pairai aihli telaih mengidentifikaisi setidaiknya i 

limai konsekuensi negaitif korupsi terhaidaip perekonomiain suaitu negairai. Ketika i 

korupsi tidaik ditaingaini, aidai kemungkinain besair baihwai pertumbuhain ekonomi 

negairai aikain terhaimbait aitaiu baihkain mengaila imi kemundurain. Dailaim situaisi ini, 

yaing menderitai aidailaih wairgai negairai. Berikut aidailaih limai daimpaik buruk korupsi 

terhaidaip perekonomiain negairai: 

1. Korupsi Memperlambat Pertembuhan Perekonomian 

2. Korupsi Menurunkan Kualitas Sarana Dan Prasarana 

3. Korupsi Menciptakan Ketimpangan Pendapatan 

4. Korupsi Menciptakan Kemiskinan 

5. Korupsi Menurunkan Tingkat Investasi.14     

Fenomena ini akhirnya menimbulkan istilah "kemiskinan memicu korupsi, dan 

korupsi memperburuk kemiskinan," membentuk sebuah lingkaran setan. Tindak 

                                                             
13 ICW Catat sepanjang 2023 ada 791 kasus korupsi meningkat signigikan 5 tahun terakhir 

https://metro.tempo.co/read/1869850/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-

meningkat-singnifikan-5-tahun-terakhir. Diakses pada 23 September 2024 Pukul 21.29 Wib. 

  
14 https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230113-kupas-tuntas-5-dampak-buruk-

korupsi-terhadap-perekonomian-negara. Diakses pada tanggal 12 mei 2024, pada pukul 10.01 WIB 

https://metro.tempo.co/read/1869850/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-singnifikan-5-tahun-terakhir
https://metro.tempo.co/read/1869850/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-singnifikan-5-tahun-terakhir
https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230113-kupas-tuntas-5-dampak-buruk-korupsi-terhadap-perekonomian-negara
https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230113-kupas-tuntas-5-dampak-buruk-korupsi-terhadap-perekonomian-negara
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pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun makin sistematis 

merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan masyarakat.15   

Berdasarkan uraian yang ada diatas penulis mencoba meneliti dalam bentuk karya 

ilmiah yang dimana berupa skripsi dengan judul ‘’Analisis Perbandingan 

Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang 

Tipikor dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023’’. Adapun yang menjadi isu 

hukum nya adalah adanya unsur yang memberikan konsekuensi bahwa 

pemberantasan tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor 

melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga dianggap dapat 

memulihkan Sebagaimana ditegaskan dalam Konsiderans dan Penjelasan Umum 

Undang-undang 31/1999 bahwa yang memberikan instrumen untuk memulihkan 

keuangan negara tersebut dimasukkan dalam pidana tambahan berupa 

pembayaran uang pengganti. Sedangkan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2023 justru malah menurunkan pidana penjara serta menurunkan denda.  

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah perbandingan ketentuan sanksi pidana terhadap tindak pidana 

korupsi berdasarkan Undang-undang Tipikor dan Undang-undang Nomor 1 

tahun 2023?  

b. Apakah sanksi pidana terhadap pelaku Tipikor berdasarkan undang undang  

nomor 1 tahun 2023 sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?   

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada bidang ilmu yaitu hukum pidana 

yang dimana  tujuan kajiannya dilakukan pada Analisis Perbandingan Ketentuan 

Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang 

Tipikor dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 .  

                                                             
15 Langkun, T. S., Wasef, M., & Wahyu, T. (2014). Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan 

Perkara Tindak Pidana Korupsi. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui perbandingan ketentuan sanksi pidana terhadap tindak 

pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Tipikor dan Undang-undang 

Nomor 1 tahun 2023. 

b. Untuk mengetahui apakah sanksi pidana terhadap pelaku tipikor 

berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 sudah sesuai dengan 

tujuan pemidanaan.   

2. Keiguinaan Peineilitian 

Keiguinaan peineilitian yang dimana diharapkan deingan adanya peineilitian 

skripsi ini seibagai beirikuit: 

  

a. Keiguinaan Teioritis 

Peineilitian ini diharapkan tidak hanya meimbeirikan kontribuisi peimikiran 

yang beirharga uintuik peingeimbangan ilmui huikuim seicara uimuim, teitapi juiga 

meinghasilkan wawasan dan informasi yang dapat dijadikan suimbe ir 

reifeireinsi yang signifikan bagi beirbagai pihak yang teirlibat dalam 

peinuilisan ilmiah dan kajian leibih lanjuit. Deingan deimikian, hasil peineilitian 

ini diharapkan dapat meimbeirikan saran dan reikomeindasi yang beirmanfaat 

uintuik meimpeirkaya dan meimajuikan diskuirsuis akadeimik seirta praktik 

huikuim, seirta meimbantui meimeicahkan beirbagai peirmasalahan yang reileivan 

dalam bidang teirseibuit. 

 

b. Keiguinaan Praktis  

Yang dimana hasil dari peineilitian ini dapat meimbeirikan wawasan uintuik 

peinuilis seirta dapat meimbeirikan peirkeimbangan seirta peimikiran bagi 

peirkeimbangan huikuim  pidana di indoneisia. Dalam meimbeirikan masuikan 

dan informasi yang akuirat bagi seimuia pihak yang meincari informasi 

meingeinai peirbandingan huikuiman pidana bagi koruiptor dalam Uindang-

uindang Tipikot dan Uindang-uindang Nomor 1 Tahuin 2023, seirta meinjadi 

syarat bagi saya uintuik meimpeiroleih geilar sarjana huikuim.  
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D. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Keirangka Teiori 

Keirangka Teioritis  adalah konseip-konseip yang seibeinarnya  ialah abstraksi dari 

hasil peimikiran  seirta keirangka dan acuian yang pada dasarnya meimpuinyai tuijuian 

uintuik meingadakan keisimpuilan teirhadap dimeinsi-dimeinsi. Didalam hal ini teiori-

teiori ini dapat digambarkanseibagai seipeirangkat proporsi yang dimana meingikuiti 

atuiran yang dapat dihuibuingkan baik seicara logis atauipuin seicara dasar seirta dapat 

diamati.16 

   

a. Teiori Peirbandingan Huikuim 

Ilmui peirbandingan sisteim huikuim pidana seibeinarnya suidah ada seijak 17 abad 

yang lalui, sama tuianya deingan huikuim pidana itui seindiri. Namuin, 

peirkeimbangannya meinuinjuikkan bahwa stuidi peirbandingan sisteim huiku im 

pidana barui muincuil seibagai cabang khuisuis dalam disiplin ilmui huikuim pada 

abad kei-19. Peindalaman seicara inteinsei teirhadap disiplin ilmui ini beirawal dari 

eiropa yang dipeilopori oleih Monteisquieiui (Prancis), Mansfieild (Inggris) dan 

Von Feiuieirbach, Thibauit dan Gans (Jeirman).17 

  

Meinuiruit Black’s Law Dictionary, peirbandingan huikuim adalah stuidi teintang 

prinsip-prinsip huikuim deingan meimbandingkan beirbagai sisteim huikuim yang 

beirbeida. Peirbandingan huikuim (comparativei Law) meiruipakan meitodei 

peinyeilidikan deingan tuijuian uintuik meimpeiroleih peingeitahuian yang leibih dalam 

teintang bahan huikuim teirteintui.18 Peirbandingan huikuim buikanlah ilmui huiku im 

teirseindiri, meilainkan seibuiah meitodei stuidi ataui peindeikatan uintuik meineiliti 

seisuiatui. 

 

 

                                                             
16 L. Moleong,(2002), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 34-

35. 
17 Romli Atmasasmita,2002, Perbandingan Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta,   
18 Barda Nawawi Arif, 2006, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 

3. 
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Meinuiruit Prof. Suidarto dalam meimpeilajari peirbandingan huikuim ada 

keiceindeiruingan uintuik meinjuiruis meimpeilajari huikuim asing. Ada 2 manfaat 

meimpeilajari sisteim huikuim asing itui: 

a. Beirsifat Uimuim  

    1) Meimbeiri keipuiasan bagi orang yang beirhasrat ingin tahui beirsifat ilmiah; 

  2) Meimpeirdalam peingeirtian teintang pranata masyarakat dan keibuidayaan  

        seindiri;  

3) Meimbawa sikap kritis teirhadap systeim huikuim seindiri. 

b. Beirsifat Khuisuis                 

Seihuibuingan deingan dianuitnya asas Nasional aktif dalam KUiHP kita, yaitu i  

pasal 5 ayat (1) angka 2, bahwa atuiran pidana dalam peiruindang-uindangan 

Indoneisia beirlakui bagi warga neigara yang diluiar Indoneisia meilakuikan salah 

satui peirbuiatan yang oleih suiatui atuiran pidana dalam peiruindang-uindangan 

Indoneisia di pandang seibagai keijahatan seidangkan meinuiruit peiruindang-

uindangan neigara dimana peirbuiatan dilakuikan, diancam deingan pidana.19 

b. Teiori Tuijuian Peimidanaan 

Beirkaitan deingan tuijuian peimidanaan teirdapat beibeirapa teiori yang dianuit oleih 

para pakar, yang dasar pimikirannya beirkisar pada peirsoalan-peirsoalan 

meingapa suiatui keijahatan dikeinakan suiatui pidana.Teiori-teiori huikuim pidana ini 

ada huibuingan eirat deingan suibje iktif strafreicht seibagai hak ataui weiweinang 

uintuik meineintuikan ataui meinjatuihkan pidana teirhadap peingeirtian (objeictieif 

strafreicht) peiratuiran huikuim positif yang meiruipakan huikuim pidana. Dalam 

peirkeimbangan huikuim pidana, tuijuian peimindanaan pada dasarnya teirkait 

deingan tiga teiori, yaitui: 

  

1. Teiori Absoluit/Reitribuitif 

Meinuiruit teiori ini pidana dijatuihkan seimata-mata kareina orang teilah 

meilakuikan suiatui keijahatan ataui tindak pidana (quiia peiccatuim eist). 

Pidana meiruipakan akibat muitlak yang haruis ada seibagai suiatui 

peimbalasan keipada orang yang meilakuikan keijahatan.  

                                                             
19 Andi Hamzah ,2008 , Perbandingan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,hlm. 5. 
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Jadi dasar peimbeinaran dari pidana teirleitak pada adanya ataui teirjadinya 

keijahatan itui seindiri. Deingan deimikian dapat dikatakan bahwa teiori 

meinganggap seibagai dasar huikuim dari pidana ataui tuijuian peimidanaan 

adalah alam pikiran uintuik peimbalasan (veirgeildings).20 

2. Teiori Tuijuian/Reilatif 

Para peinganuit teiori ini me imandang pidana seibagai seisuiatui yang dapat  

dipeirguinakan uintuik meincapai manfaat, baik yang beirkaitan deingan 

orang yang beirsalah, misalnya meinjadikannya seibagai orang yang 

leibih baik, mauipuin yang beirkaiatan deingan duinia, misalnya deingan 

meingisolasi dan meimpeirbaiki peinjahat ataui meinceigah peinjahat 

poteinsial, akan meinjadikan duinia teimpat yang leibih baik.21 

3. Teiori Gabuingan/Veireinigings Theioriein 

Meinuiruit aliran ini maka tuijuian peimidanaan beirsifat pluiral, kareina 

meinghuibuingkan prinsip-prinsip tuijuian dan prinsip-prinsip peimbalasan 

dalam suiatui keisatuian. Oleih kareina itui teiori deimikian diseibuit deingan 

teiori gabuingan ataui ada yang meinyeibuitnya seibagai aliran inteigratif. 

Pandangan ini meinganjuirkan adanya keimuingkinan uintuik meingadakan 

artikuilasi teirhadap teiori peimidanaan yang meinginteigrasikan beibeirapa 

fuingsi seikaliguis reitribuition dan yang beirsifat "uitilitarian" misalnya 

peinceigahan dan reihabilitasi yang seimuianya dilihat seibagai sasaran-

sasaran yang haruis dicapai dalam reincana peimidanaan. 

 

2. Konseiptuial     

a. Analisis 

Meiruipakan suiatui proseis ataui  aktivitas yang teirdiri dari seirangkaian keigiatan, 

seipeirti meinguirai, meimbeidakan, dan meimilah seisuiatui uintuik dikeilompokkan 

keimbali meinuiruit kriteiria teirteintui dan keimuidian dicari kaitannya lalu i 

ditafsirkan maknanya. 

 

  

                                                             
20 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 

1984, hlm. 11 
21 Muladi, Op.Cit, hlm. 51 
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b. Peirbandingan Huikuim 

Adalah peirbandingan  yang diteirapkan didalam ilmui huikuim yang dimana 

istilahnya adalah stuidy comparativei atauipuin peirbandingan huikuim buikanlah 

suiatui ilmui huikuim, teitapi meilainkan hanya meitodei stuidy, suiatui meitodei yang 

dimana diguinakan uintuik meineiliti seisuiatui, seisuiatui cara yang beirkeirja yakni 

peirbandingan huikuim.  

c. Sanksi 

Sanksi meinuiruit Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia adalah suiatui tangguingan atau i 

tindakan dan huikuiman uintuik meimaksa orang meineipati peirjanjian ataui 

meinaati keiteintuian Uindang-Uindang.22 Sanksi adalah ancaman huikuiman, 

meiruipakan satui alat peimaksa guina ditaatinya suiatui kaidah, Uindang-Uindang, 

norma-norma huikuim.23 Sanksi seibagai alat peineigak huikuim bisa juiga teirdiri 

atas keibatalan peirbuiatan yang meiruipakan peilanggaran huikuim.24 Baik batal 

deimi huikuim mauipuin batal seiteilah ini dinyatakan oleih hakim.   

d. Tindak Pidana Koruipsi 

Istilah dari koruipsi beirasal dari bahasa latin yang ‘’corruiption’’ bahasa inggris 

ataui ‘’corruiptiei’’ bahasa beilanda yang dimana hal teirseibuit meiruijuik pada 

peirbuiatan buisuik ataui ruisak ataui bahkan tidak juijuir didalam hal ini juiga 

meiruipakan tingkah lakui yang dimana hal teirseibuit meinyimpang dari tuigas-

tuigas reismi dari seibuiah jabatan neigara yang dimana keiuintuingannya 

meinyangkuit pribadi ataui meilanggar peiratuiran-peiratuiran yang ada, didalam hal 

ini juiga koruipsi diartikan dapat meimuinguit uiang bagi layanan yang suidah 

seiharuisnya dibeirikan ataui meingguinakan weiweinang yang ada.25  

Baharuiddin Lopa meingartikan koruipsi seibagai suiatui tindak pidana yang 

seicara khuisuis beirhuibuingan deingan beirbagai beintuik peirbuiatan meilawan 

huikuim, teirmasuik peinyuiapan, manipuilasi, seirta tindakan-tindakan lainnya 

                                                             
22 https://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi diakses tanggal 17 Mei 2024 Pukul 12.11 WIB. 
23 Girsang, N. Y. (2019). Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan Di Kecamatan Ngawen 

Kabupaten Gunungkidul (Doctoral dissertation, UAJY). Hlm. 20. 
24 Dwi Reza, S. (2021). Penerapan Sanksi Hukum Bagi Masyarakat Yang Menghalangi Mobil 

Pemadam Kebakaran Sebagai Salah Satu Pengguna Utama Jalan Berdasarkan Pasal 134 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Doctoral 

dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM). Hlm. 5. 
25 Darda Pasmatuti, (2019), Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum 

Postif Di Indonesia, Vol. 1 No. 1, hlm 101. 
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yang meilibatkan peinyalahguinaan keikuiasaan dan weiweinang. Koruipsi meinuiruit 

pandangannya meiruipakan peirbuiatan yang tidak hanya meiruigikan keiuiangan 

dan peireikonomian neigara seicara langsuing, teitapi juiga beirdampak neigatif pada 

keiseijahteiraan masyarakat dan keipeintingan uimuim.26    

e. Uindang-uindangTipikor 

Uindang-uindang Nomor 31 Tahuin 1999 adalah Uindang-uindang yang 

meingatuir teintang peimbeirantasan tindak pidana koruipsi. Uindang-uindang ini 

meindeifinisikan tindak pidana koruipsi seibagai peirbuiatan yang meilawan 

huikuim dan meiruigikan keiuiangan neigara ataui peireikonomian neigara. Tindak 

pidana koruipsi juiga dapat diartikan seibagai peirbuiatan yang dilakuikan uintuik 

meimpeirkaya diri seindiri, orang lain, ataui korporasi.  

f. Uindang-uindang Nomor 1 Tahuin 2023 

KUiHP Nasional adalah suiatui kitab Uindang-uindang huikuim pidana yang ada di 

indoneisia yang dimana hal teirseibuit beirtuijuian seibagai salah satui uisaha dalam 

rangka peimbanguinan huikuim Nasional meingganti atuiran huikuim dari Kitab 

Uindang-uindang Huikuim Pidana seibeiluimnya, KUiHP Nasional yaitui meilipuiti 

teintang keisatui yang dimana teintang atuiran, Buikui Keiduia teintang tindak pidana 

seirta Buikui keitiga teintang Peinjeilasan atas Uindang-uindang Reipuiblik Indoneisia 

Nomor 1 Tahuin 2023 teintang Kitab Uindang-uindang Huikuim Pidana. 27 

                                                             
26 Tim Garda Tipikor. Kejahatan Korupsi. Yogyakarta: Rangkang Education, 2016, Hlm. 15. 
27 Sinar Grafika,(2023), KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, JAKARTA Timur : 

PT Cahaya Sentosa, hlm v. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sisteimatika peinuilisan beirtuijuian uintuik meimpeirmuidah peimahaman peineilitian. 

Dalam peineilitian ini, siteimatika peinuilisan teirdiri atas lima bab, masing-masing 

uiraian yang seicara garis beisar dapat dijeilaskan seibagai beirikuit : 

   

1. PENDAHULUAN 

Bagian ini beirisi peindahuiluian yang meincakuip latar beilakang peinuilisan skripsi, 

yang meinjeilaskan alasan dilaksanakannya peineilitian dan peinuilisan huikuim, seirta 

inti peirmasalahan yang diuiraikan. Di dalamnya, dipaparkan pokok-pokok masalah 

seirta tuijuian dan manfaat yang ingin dicapai oleih peinuilis meilaluii skripsi ini. 

  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini, tinjauian puistaka dalam peinyuisuinan skripsi ini meincaku ip 

beiragam kajian dan konseip yang beirkaitan deingan peirbandingan huikuiman pidana 

koruiptor. Reifeireinsi ataui bahan puistaka yang diguinakan beirasal dari beirbagai 

liteiratuir yang teirkait deingan teima peineilitian. Deingan deimikian, tinjauian puistaka 

meincakuip peimbahasan dan analisis teirhadap konseip-konseip seirta peineilitian 

teirdahuilui yang reileivan deingan peirbandingan huikuim, seirta faktor-faktor yang 

beirpeingaruih pada eifeiktivitas peineigakan huikuim pidana teirhadap kasuis koruipsi 

tinjauian uimuim teintang “Analisis Peirbandingan Peimidanaan Teirhadap Tindak 

Pidana Koruipsi Beirdasarkan Uindang-uindang Tipikor dan Uindang-uindang Nomor 

1 Tahuin 2023’’.   

   

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini meimbahas suiatui masalah yang meingguinakan meitodei ilmiah seicara 

sisteimatis meilipuiti peindeikatan masalah, jeinis data, proseiduir peinguimpuilan data  

dan analisis  data yang  beirisi uiraian teintang meitodei peineilitian yang dimana 

teirdiri dari peindeikatan masalah, suimbeir seirta jeinis data, proseiduir peinguimpuilan 

data, proseiduir peingeilolaan data dan analisis data. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini beirisikan teintang hasil peineilitian peimbahasan atas ‘’ Analisis 

Peirbandingan Peimidanaan Teirhadap Tindak Pidana Koruipsi Beirdasarkan 

Uindang-uindang Tipikor dan Uindang-uindang Nomor 1 Tahuin 2023’’.   

 

V. PENUTUP 

Bab ini beirisikan teintang peinuituip yang  dimana beirisi keisimpuilan dari hasil 

peineilitian yang teilah dilakuikan seirta meimuiat teintang saran yang dimana adalah 

jalan keiluiar dari masalah yang ada ataui diteimuikan di dalam skripsi ini. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum 

Peirbandingan Huikuim ataui seirinng diseibuit deingan Comprativei Law (inggris), 

Veirghleiiheindei Reichtsleihei (Beilanda) dan Doit Comparei (Peirancis) meiruipakan 

ilmui peingeitahuian dalam bidang ilmui huikuim yang uisianya reilatif muida yaitu i 

beirkeimbang seicara nyata pada abad kei 19 banyak para ahli yang meimandangnya 

meiruipakan salah satui ilmui peingatahuian yang peinting uintuik dipeilajari kareina 

peirbandingan huikuim ini meimpuinyai peiran yang peinting uintuik peirkeimbangan 

dibidang huikuim. Istilah peirbandingan huikuim meinuiruit Barda Nawawi Arie if 

dalam bahasa asing diteirjeimahkan seibagai beirikuit : 

1. Comprativei Law (Bahasa Inggris) 

2. Veirgleiiheindei reichstleihrei (Bahasa Beilanda) 

3. Droit Comparei (Bahasa Peirancis). 28 

Istilah yang dipeirguinakan  peineilitian huikuim adalah peirbandingan huikuim pidana. 

Istilah ini suidah meimasyarakat di kalangan teioritikuis di indoneisia, dan suidah 

seijalan deingan istilah yang dipeirguinakan uintuik hal yang sama dibidang huiku im 

pidana, yaitui peirbandingan huikuim pidana. Meinuiruit Barda Nawawi Arieif dalam 

buikuinya meinguitip beibeirapa peindapat ahli huikuim meingeinai istilah peirbandingan 

huikuim, antara lain :  

1) Winteirton Meingeimuikakan, bahwa peirbandingan huikuim adalah suiatu i 

meitodei yaitui peirbandingan suiatui sisteim-sisteim huikuim dan peirbandingan 

teirseibuit meinghasilkan data sisteim huikuim yang dibandingkan. 

2) Peirbandingan huikuim adalah meitoda uimuim dari suiatui peirbandingan dan 

peineilitian peirbandingan yang dapat diteirapkan dalam bidang huikuim. Para 

pakar huikuim ini adalah : Freideirik Pollock, Guitteiridgei, Reinei David, Dan 

Geiorgei Winteirton. 

3) Leimairei meingeimuikakan, peirbandingan huikuim seibagai cabang ilmu i 

peingeitahuian (yang juiga meimpeirguinakan meitodei peirbandingan) 

meimpuinyai lingkuip isi dari kaidah-kaidah huikuim, peirsamaan dan 

                                                             
28 Barda Nawawi Arief,(1990), Perbandingan Hukum Pidana Raja Grafindo, Hlm 3 
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peirbeidaan, seibab-seibabnya dan dasar-dasar keimasyarakatannya.Seilain itui, 

peirbandingan huikuim juiga meincakuip peinyeilidikan teirhadap seibab-seibab 

yang meindasari adanya peirsamaan dan peirbeidaan teirseibuit, seirta dasar-

dasar keimasyarakatan yang meimbeintuik dan meimpeingaruihi peirkeimbangan 

sisteim huikuim teirseibuit. Deingan kata lain, peirbandingan huikuim beirfuingsi 

seibagai alat uintuik meinggali dan meinguiraikan beirbagai aspeik yang 

meimeingaruihi sisteim huikuim, baik dari seigi teiori mauipuin praktik, dalam 

konteiks yang leibih luias dan teirinteigrasi. 

4) Olei Lando meingeimuikakan antara lain bahwa peirbandingan huiku im 

meincakuip “analysis and comparsion of thei laws” peindapat teirseibuit suidah 

meinuinjuiksan keiceindeiruingan uintuik meingakuii peirbandingan seibagai 

cabang ilmui huikuim. 

5) Barda Nawawi Arieif yang beirpeindapat peirbandingan huikuim adalah ilmu i 

peingeitahuian yang meimpeilajari seicara sisteim huikuim (pidana) dari duia 

ataui leibih sisteim huikuim deingan meimpeirguinakan meitodei peirbandingan.29 

 

B. Teori Tujuan Pemidanaan 

1. Peingeirtian Peimidanaan 

Peimidanaan meiruipakan peinjatuihan pidana (seinteincing) seibagai uipaya yang sah 

yang dilandasi oleih huikuim uintuik meingeinakan sanksi pada seiseiorang yang 

meilaluii proseis peiradilan pidana teirbuikti seicara sah dan meiyakinkan beirsalah 

meilakuikan suiatui tindak pidana. Jadi pidana beirbicara meingeinai huikuimannya dan  

peimidanaan beirbicara meingeinai proseis peinjatuihan huikuiman itui seindiri.30 

Peingeirtian pidana seibagai peindeiritaan yang seingaja dibeibankan keipada orang 

yang meilakuikan peirbuiatan yang meimeinuihi syarat-syarat teirteintui. pidana seibagai 

reiaksi atas deilik, dan ini beirwuijuid suiatui neistapa yang deingan seingaja ditimpakan 

Neigara pada peilakui deilik itui. Istilah huikuiman yang meiruipakan istilah uimuim dan 

konveinsional, dapat meimpuinyai arti yang luias dan beiruibah-uibah kareina istilah itu i 

dapat beirkonotasi deingan bidang yang cuikuip luias. Istilah teirseibuit tidak hanya 

seiring diguinakan dalam bidang huikuim, teitapi juiga dalam istilah seihari-hari 

dibidang peindidikan, moral, agama, dan seibagainya. Oleih kareina itui pidana 

meiruipakan istilah yang le ibih khuisuis, maka peirlui ada peimbatasan peingeirtian atau i 

makna seintral yang dapat meinuinjuikan cirri-ciri ataui sifat-sifatnya yang khas. 

                                                             
29 Bambang Waluyo, (2004), Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Depok, hlm 21. 
30 Ibid. 
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Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitui beiruipa peindeiritaan. 

Peirbeidaanya hanyalah, peindeiritaan pada tindakan yang leibih keicil ataui ringan 

daripada peindeiritaan yang diakibatkan oleih peinjatuihan pidana. Pidana beirasal 

dari kata straf (Beilanda) yang adakalanya diseibuit deingann istilah huikuiman. 

Istilah, pidana leibih teipat dari istilah huikuiman, kareina huikuim suidah lazim 

meiruipakan teirjeimahan dari reicht. Beirdasarkan peingeirtian pidana di atas dapat 

disimpuilkan bahwa pidana meinganduing uinsuir-uinsuir dan ciri-ciri, yaitui : 

a. Pidana itui pada hakikatnya meiruipakan suiatui peingeinaan peindeiritaan ataui 

neistapa ataui akibat-akibat lain yang tidak meinyeinangkan;  

b. Pidana itui dibeirikan deingan seingaja oleih orang ataui badan yang 

meimpuinyai keikuiasaan (oleih yang beirweinang), dan  

c. Pidana itui dikeinakan keipada seiseiorang yang teilah meilakuikan tindak 

pidana meinuiruit uindang-uindang, dan  

d. Pidana itui meiruipakan peirnyataan peinceilaan oleih neigara atas diri 

seiseiorang kareina teilah meilanggar huikuim.31  

   

2. Tuijuian Peimidanaan 

Meinuiruit peirkeimbangannya, tuijuian peimidanaan dan peimidanaan meimiliki 

pandangan-pandangan teirseindiri yang meingalami peiruibahan-peiruibahan dari 

waktui kei waktui deingan beirbagai aliran ataui peinggolongan. Aliran Klasik 

beirfaham indeiteirminismei meingeinai keibeibasan keiheindak (freiei will) manuisia yang 

meineikankan pada peirbuiatan peilakui keijahatan seihingga dikeiheindakilah huiku im 

pidana peirbuiatan (daad-streifreicht). Aliran klasik pada prinsipnya hanya 

meinganuit singlei track systeim beiruipa sanksi tuinggal, yaitui sanksi pidana. Aliran 

ini juiga beirsifat reitribuitif dan reipreisif teirhadap tindak pidana, seibab doktrin dalam 

aliran ini adalah pidana haruis seisuiai deingan keijahatan. Seibagai konseikuieinsinya, 

huikuim haruis diruimuiskan deingan jeilas dan tidak meimbeirikan keimuingkinan bagi 

hakim uintuik meilakuikan peinafsiran. Tuijuian diadakan peimidaan dipeirguinakan 

uintuik meingeitahuii dasar dan sifat huikuim pidana. Franz Von List meingajuikan 

probleimatik sifat pidana di dalam huikuim yang meinyatakan bahwa 

                                                             
31 Muladi dan Barda Nawawi Arief,(1984), Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, PT. Alumni, 

Bandung, hlm 4. 
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‘’reichtsguiteirschuitz duirch reichtsguiteirveirleitzuing’’  yang artinya meilinduingi 

keipeintingan deingan meinyeirang keipeintingan. Dalam konteiks itui puila dikatakan 

Huigo Dei Groot ‘’maluim passionis (quiod ingligituir) propteir maluim actionis’’  

yaitui peindeiritaan jahat meinimpa diakreinakan oleih peirbuiatan jahat.32  

Tuijuian peimidanaan itui seindiri diharapkan dapat meinjadi sarana peirlinduingan 

masyarakat, reihabilitasi dan reisosialisasi, peimeinuihan pandangan huikuim adat, 

seirta aspeik psikologi uintuik meinghilangkan rasabeirsalah bagi yang beirsangkuitan. 

Meiskipuin pidana meiruipakan suiatui neistapa teitapi tidak dimaksuidkan uintuik 

meindeiritakan dan meireindahkan martabat manuisia.  

P.A.F. Lamintang meinyatakan bahwa pada dasarnya teirdapat tiga pokok 

peimikiran teintang tuijuian yang ingin dicapai deingan suiatui peimidanaan, yaitui: 

a. Uintuik meimpeirbaiki pribadi dari peinjahat itui seindiri,  

b. Uintuik meimbuiat orang meinjadi jeira dalam meilakuikan keijahatankeijahatan, 

dan  

c. Uintuik meimbuiat peinjahat-peinjahat teirteintui meinjadi tidak mampui uintuik 

meilakuikan keijahatan-keijahatan yang lain, yakni peinjahat yang deingan 

cara-cara yang lain suidah tidak dapat dipeirbaiki lagi”.33 

 

3. Teiori-Teiori Peimidanaan 

 

a. Teiori Absoluitei ataui  Veirgeildings theiorieiein (Peimbalasan) 

Teiori ini meingajarkan dasar pada peimidanaan  haruis dicari pada keijahatan 

itui seindiri uintuik meinuinjuikan keijahatan itui seibagai dasar huibuingan yang 

dianggap seibagai peimbalasan teirhadap orang yang meilakuikan tindak 

pidana, oleih kareina keijahatan itui maka meinimbuilkan peindeiritaan bagi 

korban. Jadi dalam teiori ini dapat disimpuilkan seibagai beintuik peimbalasan 

yang dibeirikan oleih neigara yang beirtuijuian meindeiritakan peilakui tindak 

pidana akibat peirbuiatannya, dan dapat meinimbuilkan rasa puias bagi orang 

yang diruigikannya. Meingeinai teiori absoluitei ini Muiladi dan Barda Nawawi 

                                                             
32 Bambang Poernomo, (1982), Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah, Bima Aksara Jakarta, 

hlm. 27. 
33 P.A.F Lamintang, 1988, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, hlm. 23. 
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Arieif me inyatakan bahwa pidana meiruipakan akibat muitlak yang haruis ada 

seibagai suiatui peimbalasan keipada orang yang meilakuikan keijahatan, jadi 

dasar peimbeinaran dari pidana teirleitak pada adanya ataui teirjadinya 

keijahatan itui seindiri.34  

E i. Kant, Heigeil, Leio Polak, meireika beirpeindapat huikuim adalah seisuiatui yang haru is 

ada seibagai konseikuieinsi yang dilakuikannya keijahatan deingan seibagian orang 

yang salah haruis dihuikuim. Meinuiruit Leio Polak (aliran reitribuitif) yang dimana 

huikuimannya haruis meimeinuihi tiga syarat beirikuit : 

1) Peirbuiatan teirseibuit dapat diceila 

2) Tidak boleih deingan maksuid preiveinsi 

3) Beiratnya huikuimannya seiimbang deingan beiratnya deilik.35 

 

Karl O.christiansein meingideintifikasi 5 ciri pokok meinuiruit Mahruis Ali dari teiori 

absoluit yakni: 

1) Tuijuian pidana hanyalah seibagai peimbalasan 

2) Peimbalasan adalah tuijuian uitama dan di dalamnya tidak meinganduing 

sarana uintuik tuijuian lain seipeirti keiseijahteiraan masyarakat. 

3) Keisalahan moral seibagai satui-satuinya syarat peimidanaan 

4) Pidana haruis diseisuiaikan deingan keisalahan si peilakui  

5) Pidana meilihat kei beilakang, ia seibagai peinceilaan yang muirni dan 

beirtuijuian tidak uintuik meimpeirbaiki ataui meimasyarakatkan keimbali si 

peilanggar,36 

 

Kaitan deingan peirtanyaan seijauih mana pidana peirlui dibeirikan keipada peilaku i 

keijahatan, teiori absoluit meinjeilaskan seibagai beirikuit: 

1) Deingan pidana teirseibuit akan meimuiaskan peirasaan balas deindam si 

korban, baik peirasaan adil bagi dirinya, teimannya, keiluiarganya seirta 

masyarakat. Peirasaan teirseibuit tidak dapat dihindari dan tidak dapat 

dijadikan alasan uintuik meinuiduih tidak meinghargai huikuim, tipei ini diseibuit 

vindicativei. 

                                                             
34 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1984, 

hlm. 10. 
35 Ibid  
36 Asmarawati, Tina, (2015), Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia, 

Yogyakarta, hlm 39. 
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2) Pidana dimaksuidkan uintuik meimbeirikan peiringatan pada peilakui keijahatan 

dan anggota masyarakat yang lain bahwa seitiap ancaman yang meiruigikan 

orang lain ataui meimpeiroleih keiuintuingan dari orang lain seicara tidak wajar, 

akan meineirima ganjarannya. Ini diseibuit deingan fairneiss. 

3) Pidana dimaksuidkan uintuik meinuinjuikan adanya keiseibandingan antara apa 

yang diseibuit deingan thei gratify of thei offeincei deingan pidana yang 

dijatuihkan. Tipei absoluit ini diseibuit deingan proporsionality.37 

 
Meinuiruit peirkeimbangannya, teiori absoluit meingalami modifikasi deingan 

muincuilnya teiori absoluit modeirn yang meingguinakan konseip" ganjaran yang adil 

(juist deiseirt) yang didasarkan atas filsafat Kant. Meinuiruit konseip teirseibuit, 

seiseiorang yang meilakuikan keijahatan teilah meimpeiroleih suiatui keiuintuingan yang 

tidak fair dari anggota masyarakat yang lain. 

b. Teiori Reilativei ataui Doeil Theiorieiein (Tuijuian) 

Teiori ini  dianggap seibagai dasar huikuim dari peimidanaan adalah buikan 

peimbalasan, akan teitapi tuijuian dari pidana itui seindiri. Jadi teiori ini 

meinyadarkan huikuiman pada maksuid dan tuijuian peimidanaan itui, artinya 

teiori ini meincari manfaat dari pada peimidanaan. Teiori ini dikeinal juiga 

deingan nama teiori nisbi yang meinjadikan dasar peinjatuihan huikuiman pada 

maksuid dan tuijuian huikuiman seihingga diteimuikan manfaat dari suiatu i 

peinghuikuiman, teiori reilatif beirtuijuian uintuik meinceigah agar keiteirtiban 

dalam masyarakat tidak teirganggui. Teiori reilatif dalam ilmui peingeitahuian 

huikuim pidana dibagi meinjadi duia sifat preiveinsi uimuim dan khuisuis. Hal ini 

dipeirkuiat deingan pandangan Andi Hamzah yang meineigaskan bahwa teiori 

reilativei teirbagi meinjadi preiveinsi uimuim dan preiveinsi khuisuis. Preiveinsi 

uimuim yaitui meingheindaki agar orang-orang pada uimuimnya tidak 

meilakuikan tindak pidana. Seidangkan preiveinsi khuisuis tuijuian peimidanaan 

                                                             
37 Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Eko Prasetyo, Op.cit,. hlm 141-

143 
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dituijuikan keipada pribadi peilakui tindak pidana agar tidak lagi meinguilagi 

peirbuiatan yang dilakuikannya”.38 

1) Preiveinsi Uimuim (geineiral preiveintiei) 

Bahwa diantara teiori-teiori preiveinsi uimuim maka teiori pidana beirsifat 

meinakuitkan meiruipakan teiori yang paling lama hal ini dititik beiratkan 

ialah eikseikuisi pidana yang teilah dijatuihkan. Feiuirbach seibagai salah satu i 

filsuif peinganuit teiori ini beirpeindapat bahwa.39 “Peinceigahan tidak uisah 

dilakuikan deingan siksaan teitapi cuikuip deingan meimbeirikan peiratuiran yang 

seideimikian ruipa seihingga bila orang seiteilah meimbaca akan meimbatalkan 

niat jahatnya.” 

Van Hameil dalam hal ini juiga beirpeindapat bahwa  “Preiveinsi khuisuis dari suiatui 

pidana ialah haruis meimuiat suiatui uinsuir meinakuitkannya suipaya meinceigah peilaku i 

tindak pidana yang meimpuinyai keiseimpatan uintuik tidak meilakuikan niat buiruiknya, 

dan pidana haruis meimpuinyai uinsuir meimpeirbaiki teirpidana.” 

 

2) Preiveinsi Khuisuis (speicialei preiveintiei) 

Meinuiruit teiori khuisuis maka tuijuian pidana ialah meinahan niat buiruik 

peimbuiat (dadeir). Pidana beirtuijuian meinahan peilanggar meinguilangi 

peirbuiatannya ataui meinahan peilanggar uintuik meilakuikan peirbuiatan jahat 

yang teilah direincanakannya. Suiatui gambaran teintang pidana yang beirsifat 

preiveinsi khuisuis itui seibagai beirikuit : 

a. Pidana haruis meimuiat suiatui uinsuir meinakuitkan suipaya dapat 

meinceigah meilakuikan niat yang buiruik.  

b. Pidana haruis meimuiat suiatui uinsuir meimpeirbaiki teirpidana. 

c. Pidana meimpuinyai uinsuir meimbinasakan peinjahat yang tidak 

muingkin dipeirbaiki. 

d. Tuijuian satui-satuinya dari pidana ialah meimpeirtahankan tata teirtib 

huikuim.40 

   

                                                             
38 Andi Hamzah, (1986),  Sistem pidana dan pemidanaan indonesia dan retribusi ke reformasi, 

Pradnya Pramita, hlm. 34. 
39 Djoko Prakoso, (2010), Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47. 
40 Muladi dan Barda Nawawi, Bunga Rampao, Op cit, hlm 18. 



23 

c. . Teiori Kombinasi (Gabuingan) 

Meinuiruit ajaran teiori ini dasar huikuim dari peimidanaan adalah teirleitak pada 

keijahatan itui seindiri, yaitui peimbalasan ataui siksaan, akan teitapi di 

samping itui diakuiinya puila seibagai dasar peimidanaan itui adalah tuijuian 

dari pada huikuim, Teiori gabuingan itui dapat dibagi meinjadi duia golongan 

yaitui : 

1). Teiori-teiori meinggabuingkan yang meinitik beiratkan peimbalasan teitapi 

meimbalas itui tidak boleih meilampauii batas apa yang peirlui dan suidah 

cuikuip uintuik dapat meimpeirtahankan tata teirtib masyarakat; 

2). Teiori-teiori meinggabuingkan yang meinitik beiratkan peirtahanan tata 

teirtib masyarakat. Pidana tidak boleih leibih beirat dari pada suiatui 

peindeiritaan yang beiratnya seisuiai deingan beiratnya peirbuiatan yang 

dilakuikan oleih teirhuikuim.41  

 

d. Teiori Reistoratif 

  

Adalah keiteirlibatan banyak pihak seipeirti pihak peilakui/keiluiarganya, 

korban/keiluiarganya dan keilompok masyarakat teirkait. Deingan deimikian. 

keiadilan reistoratif  meimiliki tuijuian baik yang ingin dicapai bagi korban 

tindak pidana, buikan seimata-mata beirtuimpui pada keibaikan dan 

keipeintingan peilakui tindak pidana seimata kareina keiadilan reistoratif 

beirsuimbeir dari akar nilai yang diuisuing oleih nilai-nilai tradisional dalam 

masyarakat tradisional, peindeikatan ini meinawarkan paradigma barui yang 

fokuis pada peimuilihan huibuingan antara korban, peilakui, dan masyarakat. 

Keiadilan reistoratif teikanan dialog, meidiasi, dan peinyeileisaian konflik 

seicara damai deingan meilibatkan beirbagai pihak yang teirdampak oleih 

tindak pidana. Tuijuiannya adalah uintuik meincapai peinyeileisaian yang leibih 

holistik, meincakuip peimuilihan keiruigian korban, tangguing jawab peilakui, 

dan peimuilihan keiruigian. Muincuilnya konseip keiadilan reistoratif juiga 

                                                             
41 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op Cit, hlm. 212. 
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dipeingaruihi oleih peirkeimbangan teiori huikuim modeirn dan nilai-nilai 

tradisional yang meineikankan peintingnya muisyawarah dan peirdamaian.42 

 

Indoneisia seindiri huikuim pidana positif beiluim peirnah meiruimuiskan tuijuian 

peimidanaan. Seilama ini wacana teintang tuijuian peimidanaan teirseibuit masih dalam 

tataran yang beirsifat teioritis. Namuin seibagai kajian, konseip KUiHP teilah 

meineitapkan tuijuian peimidanan pada pasal 54 yaitui ; 

  

1. Peimidanaan beirtuijuian 

a. Meinceigah dilakuikannya tindak pidana deingan meineigakkan norma 

huikuim deimi peingayoman masyarakat. 

b. Meimasyarakatkan teirpidanan deingan meingadakan peimbinaan seihingga 

meinjadi orang yang baik dan beirguina 

c. Meinyeileisaikan konflik yang ditimbuilkan oleih tindak pidana, 

meimuilihkan keiseiimbangan meindatangkan rasa damai dalam 

masyarakat dan 

d. Meimbeibaskan rasa beirsalah pada teirpidana. 

  

2. Peimidanaan tidak dimaksuidkan uintuik meindeiritakan dan meireindahkan 

martabat  manuisia. 

 

Beirdasarkan tuijuian peimidanaan di atas peiruimuis konseip KUiHP tidak 

seikadar meindalami bahan puistaka barat dan meilakuikan transfeir konseip-

konseip peimidanaan dari neigeiri seibeirang (Barat), teitapi meimpeirhatikan puila 

keikayaan domeistik yang dikanduing dalam huikuim adat dari beirbagai daeirah 

deingan agama yang beiraneika ragam. Tuijuian peimidanaan dalam konse ip 

KUiHP nampak leibih ceindeiruing kei pandangan konseikuieinsialis. falsafah 

uitilitarian meimang sangat meinonjol, walauipuin dalam batas-batas teirteintu i 

aspeik peimbalasan seibagai salah satui tuijuian peimidanaan masih 

dipeirtahankan.43 Teiori ini meiruipakan suiatui beintuik kombinasi dari teiori 

absoluit dan teiori reilatif yang me inggabuingkan suiduit peimbalasan dan 

                                                             
42  Syah Awaludin, (2024), Keadilan Restoratif Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum 

Indonesia, Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol 1, No 1, hlm  2 
43 Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Eko Prasetyo, Op.cit,. hlm 145. 
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peirtahanan teirtib huikuim masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satui 

deingan yang lainnya. 

 

C. Tindak Pidana Korupsi     

1. Peingeirtian Tindak Pidana Koruipsi Beirdasarkan Uindang-uindang Tindak Pidana  

    Koruipsi.  

Peingeirtian koruipsi meinuiruit huikuim positif  beirdasarkan Uindang-uindang Nomor 

31 Tahuin 1999 jo Uindang-uindang Nomor 20 tahuin 2001 teintang Peimbeirantasan 

Tindak Pidana Koruipsi adalah peirbuiatan seitiap orang baik peimeirintahan mauipu in 

swasta yang meilanggar huikuim meilakuikan peirbuiatan meimpeirkaya diri seindiri 

ataui orang lain ataui korporasi yang dapat meiruigikan keiuiangan neigara. Koruipsi 

teilah meinjadi hambatan yang signifikan dalam uisaha neigara uintuik meiningkatkan 

keiseijahteiraan rakyat dan meingeimbangkan peireikonomiannya. Kareina sifatnya 

yang sangat meiruisak, koruipsi teilah dikateigorikan seibagai keijahatan luiar biasa 

ataui eixtraordinary crimei oleih beirbagai neigara, teirmasuik Indoneisia. Deingan statuis 

ini, neigara-neigara meimpeirlakuikan koruipsi deingan sangat seiriuis kareina dianggap 

sangat beirbahaya. Meinuiruit pandangan masyarakat awam, koruipsi adalah tindakan 

meingambil uiang neigara uintuik keiuintuingan pribadi. Akan teitapi, di dalam buiku i 

Leidein Marpauing, peingeirtian koruipsi adalah Peinyeileiweingan ataui peinggeilapan 

(uiang neigara ataui peiruisahaan, dan seibagainya uintuik keiuintuingan pribadi atau i 

orang lain).44  Peingeirtian koruipsi dalam Kamuis Peiristilahan diartikan seibagai 

peinyeileiweingan ataui peinyalahguinaan jabatan uintuik keipeintingan diri dan 

meiruigikan neigara dan rakyat.45 

                                                             
44 Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 5. 
45 M.D.J.Al Barry,. Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah. Surabaya: Indah 

Surabaya, 1996, hlm. 208. 
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Peingeirtian yuiridis, peingeirtian koruipsi tidak hanya teirbatas keipada peirbuiatan yang 

meimeinuihi ruimuisan deilik dapat meiruigikan keiuiangan neigara ataui peireikonomian 

neigara, teitapi meilipuiti juiga peirbuiatan-peirbuiatan yang meimeinuihi ruimuisan deilik, 

yang meiruigikan masyarakat ataui orang peirseiorangan. Oleih kareina itui, 

ruimuisannya dapat dikeilompokkan seibagai beirikuit: 

a. Keilompok deilik yang dapat meiruigikan keiuiangan neigara ataui 

peireikonomian neigara. 

b.  Keilompok deilik peinyuiapan, baik aktif (yang meinyuiap) mauipuin pasif 

(yang disuiap). 

Koruipsi juiga meimpuinyai beibeirapa macam jeinis, meinuiruit Beiveinistei dalam 

Suiyatno koruipsi dideifinisikan dalam 4 jeinis seibagai beirikuit : 

1) Discreitionary corruiption adalah beintuik koruipsi yang teirjadi keitika 

seiseiorang meimanfaatkan keibeibasan dalam meineintuikan keibijakan atau i 

keipuituisan, meiskipuin pada pandangan awal tampak sah, namuin seibeinarnya 

tidak dapat diteirima oleih anggota organisasi. Praktik ini seiring kali 

meilibatkan peinyalahguinaan weiweinang ataui keikuiasaan uintuik keiuintuingan 

pribadi ataui keipeintingan teirteintui, tanpa meimpeirtimbangkan keiadilan ataui 

keipeintingan uimuim. 

2) Illeigal corruiption adalah tindakan yang beirtuijuian uintuik meilanggar 

bahasaataui maksuid-maksuid huikuim, peiratuiran, dan reiguilasi yang beirlakui. 

Contoh dari hal ini dapat meincakuip peinyuiapan uintuik meinghindari 

huikuiman ataui meimpeingaruihi proseis huikuim deimi keiuintuingan pribadi. 

3) Meirceinary corruiption adalah tindakan koruipsi yang beirtuijuian uintuik 

meimpeiroleih keiuintuingan pribadi deingan cara meinyalahguinakan 

weiweinang dan keikuiasaan. Contoh dari hal ini teirmasuik peigawai 

peimeirintah yang meineirima suiap uintuik meimbeirikan kontrak keipada 

kontraktor teirteintui tanpa meimpeirtimbangkan kuialitas ataui harga yang 

adil. 

4) Ideiologi koruipsi meiruijuik pada praktik koruipsi ileigal ataui diskreisioneir 

yang dilakuikan deingan tuijuian meimeinuihi keipeintingan keilompok teirteintui. 

Skandal Wateirgatei adalah contoh koruipsi ideiologis di mana beibeirapa 

orang leibih seitia keipada Preisidein Nixon daripada keipada Uindang-

uindangataui huikuim. Peinjuialan aseit-aseit BUiMN uintuik meinduikuing 

peimeinangan peimilihan uimuim.46 

                                                             
46 Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 23.  
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Suiduit pandang huikuim keijahatan tindak pidana koruipsi meincakuip uinsuir-uinsuir 

seibagai beirikuit  

a. Peirbuiatan meilawan huikuim.   

b. Peinyalahguinaan keiweinangan, keiseimpatan, dan sarana.  

c. Meimpeirkaya diri seindiri, orang lain, ataui korporasi.  

d. Meiruigikan keiuiangan neigara ataui peireikonomian neigara. 

2. Jeinis-jeinis Tindak Pidana Koruipsi 

Koruipsi diatuir dalam 13 pasal di Uindang-uindang Nomor 31 Tahuin 1999 Jo 

Uindang-uindang Nomor 20 Tahuin 2001 dan peiruibahannya diruimuiskan meinjadi 

30 jeinis-jeinis tindak pidana koruipsi. 30 jeinis tindak pidana koruipsi teirseibuit 

diseideirhanakan dalam 7 jeinis diantaranya seibagai beirikuit : 

a) Meiruigikan Keiuiangan Neigara 

Meiruipakan suiatui peirbuiatan yang dilakuikan oleih orang dan peinyeileinggara 

neigara yang meilawan huikuim,meinyalahguinakan keiweinangan,keiseimpatan 

ataui sarana yang ada padanya kareina jabatan ataui keiduiduikan deingan 

meilakuikan tindak pidana koruipsi.47 Adapuin orang yang meilanggar Pasal 2 

Uindang-uindang 31/1999 jo. Puituisan MK No. 25/PUiUi- XIV/2016 dapat 

dipidana peinjara seiuimuir hiduip ataui minimal 4 tahuin dan maksimal 20 

tahuin, dan deinda minimal Rp200 juita dan maksimal Rp1 miliar, 

Seidangkan orang yang meilanggar Pasal 3 Uindang-uindang 31/1999 jo. 

Puituisan MK No. 25/PUiUi-XIV/2016 dapat dipidana peinjara seiuimuir hidu ip 

ataui pidana peinjara minimal 1 tahuin dan maksimal 20 tahuin, dan/atau i 

deinda minimal Rp50 juita ataui maksimal Rp1 miliar. 

b) Suiap-Meinyuiap 

Suiap-meinyuiap adalah tindakan yang dilakuikan peingguina jasa seicara aktif 

meimbeiri ataui meinjanjikan seisuiatui keipada peigawai neigeiri atau i 

peinyeileinggara neigara deingan maksuid agar uiruisannya leibih ceipat, walau i 

meilanggar proseiduir. Suiap-meinyuiap teirjadi teirjadi jika teirjadi transaksi 

ataui keiseipakatan antara keiduia beilah pihak.48 Koruipsi yang teirkait deingan 

suiap meinyuiap diatuir di dalam beibeirapa pasal Uindang-uindang 31/1999 

dan peiruibahannya, yaitui: 

a. Pasal 5 Uindang-uindang 20/2001; 

b. Pasal 6 Uindang-uindang 20/2001; 

                                                             
47 Ismail, (2018), Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legalite : Jurnal 

Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam, VOL.2, No. 2, hlm.5 
48https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-

dan-uang-pelicin KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses pada Senin, 21 Oktober 2024, pukul 

18.00 WIB  
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c. Pasal 11 Uindang-uindang 20/2001; 

d. Pasal 12 huiruif a, b, c, dan d Uindang-uindang 20/2001; 

e. Pasal 13 Uindang-uindang 31/1999. 

 

c) Peinggeilapan dalam Jabatan 

Peinggeilapan dalam jabatan adalah tindakan deingan seingaja meinggeilapkan 

uiang ataui suirat beirharga, meilakuikan peimalsuian buikui-buikui ataui daftar-

daftar yang khuisuis uintuik peimeiriksaan administrasi, meirobeik dan 

meinghancuirkan barang buikti suiap uintuik meilinduingi peimbeiri suiap, dan 

lain-lain. 

d) Peimeirasaan 

Peirbuiatan dimana peituigas layanan yang seicara aktif meinawarkan jasa ataui 

meiminta imbalan keipada peingguina jasa uintuik meimpeirceipat layanannya, 

walaui meilanggar proseiduir. Peimeirasan meimiliki uinsuir janji ataui beirtuijuian 

meinginginkan seisuiatui dari peimbeirian teirseibuit.49 

e) Peirbuiatan Cuirang 

Peirbuiatan cuirang dilakuikan deingan seingaja uintuik keipeintingan pribadi 

yang dapat meimbahayakan orang lain. Beirdasarkan Pasal 7 ayat (1) 

Uindang-uindang 20/2001 seiseiorang yang meilakuikan peirbuiatan cuirang 

diancam pidana peinjara paling singkat 2 tahuin dan paling lama 7 tahuin 

dan/ataui pidana deinda paling seidikit Rp100 juita dan paling banyak Rp350 

juita. 

f) Beintuik Keipeintingan Dalam Peingadaan 

Contoh dari beintuiran keipeintingan dalam peingadaan beirdasarkan Pasal 12 

huiruif i Uindang-uindang 20/2001 adalah keitika peigawai neigeiri atau i 

peinyeileinggara neigara seicara langsuing atauipuin tidak langsuing, deingan 

seingaja tuiruit seirta dalam peimborongan, peingadaan ataui peirseiwaan 

padahal ia dituigaskan uintuik meinguiruis ataui meingawasinya. Adapu in 

peilakui yang meilakuikan peirbuiatan ini dapat dipidana peinjara seiuimuir hiduip 

ataui pidana peinjara minimal 4 tahuin dan maksimal 20 tahuin dan pidana 

deinda minimal Rp200 juita dan maksimal Rp1 miliar. 

g) Gratifikasi 

Beirdasarkan Pasal 12B ayat (1) Uindang-uindang 20/2001, seitiap gratifikasi 

keipada peigawai neigeiri ataui peinyeileinggara neigara dianggap peimbeirian 

suiap, apabila beirhuibuingan deingan jabatannya dan yang beirlawanan 

deingan keiwajiban ataui tuigasnya, deingan keiteintuian, yang nilainya Rp10 

juita ataui leibih, maka peimbuiktian bahwa gratifikasi teirseibuit buikan 

meiruipakan suiap dilakuikan oleih peineirima gratifikasi; yang nilainya kuirang 

dari Rp10 juita, maka peimbuiktian bahwa gratifikasi teirseibuit suiap 

dibuiktikan oleih peinuintuit uimuim, Adapuin sanksi pidana bagi peigawai 

neigeiri ataui peinyeileinggara neigara yang meineirima gratifikasi yang 

dianggap suiap seibagaimana teirseibuit di atas, adalah pidana peinjara seiuimuir 

hiduip ataui pidana peinjara paling singkat 4 tahuin dan paling lama 20 tahuin, 

                                                             
49https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-

dan-uang-pelicin, KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses pada diakses pada Senin, 21 Oktober 

2024, pukul 18.22 WIB 

https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin
https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin
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dan pidana deinda paling seidikit Rp200 juita dan paling banyak Rp1 

miliar.50 

3. Sanksi Tindak Pidana Koruipsi beirdasarkan keiteintuian Uindang-uindang Nomor 

31 Tahuin 1990 Jo Uindang-uindang Nomor 20 Tahuin 2001 

Uindang-uindang Nomor 31 Tahuin 1999 jo. Uindang-uindang Nomor 20 Tahu in 

2001 meineitapkan ancaman pidana deinda yang tinggi, teitapi formuilasi pidana 

deinda yang tinggi teirseibuit tidak diseirtai deingan peidoman peinjatuihannya, maka 

walauipuin ancaman yang teirbeirat adalah 1 miliar  ruipiah. Keimuidian diteirapkan 

dalam tahap aplikasi, teitap saja akan disuibsideirkan deingan pidana kuiruingan 

seilama 6 builan seirta tidak ada keiteintuian dalam jangka beirapa lama pidana deinda 

teirseibuit haruis dibayar seisuiai deingan peidoman dalam KUiHP.  

Guina uintuik meingopeirasionalkan pidana deinda yang tinggi dalam Uindang-uindang 

Nomor 31 Tahuin 1999 teirseibuit dipeirluikan peidoman peimidanaannya. Deimikian 

juiga meingeinai pidana tambahan beiruipa uiang peingganti yang diharapkan 

seiluiruihnya masuik kei kas neigara deingan tuijuian meingeimbalikan keiuiangan neigara 

yang dikoruipsi, beiluim teirlihat keibeirhasilannya. Adapuin yang meinjadi alasannya 

kareina hanya seibagian keicil saja yang bisa dieikseikuisi, bahkan ada puituisan pidana 

tambahan meimbayar uiang peingganti teirseibuit yang sama seikali tidak dapat 

dieikseikuisi.  

Beirbagai keindala yang dihadapi oleih Jaksa meinyeibabkan tidak dapat 

dieikseikuisinya pidana teirseibuit, diantaranya adalah teirpidana suidah tidak 

meimpuinyai lagi harta keikayaan yang dapat disita. Dilihat dari suiduit peineitapan 

sanksi, formuilasi sanksi dalam Uindang-uindang Nomor 31 Tahuin 1999 jo. 

Uindang-uindang Nomor 20 Tahuin 2001 yang teilah diseisuiaikan deingan bobot deilik 

dan kuialifikasinya adalah seisuiai deingan huikuim pidana modeirn yang beirorieintasi 

keipada peirbuiatan dan peilakui (daad-dadeir strafreicht). Hal ini juiga seijalan deingan 

idei filsafat aliran modeirn leit thei puinishmeint fit thei criminal.  

                                                             
50  Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UNDANG-

UNDANG 20/2001”) 
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Namuin dalam sanksi teirseibuit masih ada keikuirangannya, yaitui tidak 

diformuilasikannya seicara seitara antara sanksi pidana deingan sanksi tindakan. 

Jeinis sanksi yang dapat dijatuihkan oleih hakim teirdakwa tindak pidana koruipsi 

adalah seibagai beirikuit: 

a) Pidana Mati 

Pidana mati adalah salah satui jeinis pidana yang paling tuia, seituia uimat 

manuisia. Pidana mati, paling meinarik dikaji oleih para ahli kareina 

meimiliki nilai kontradiksi ataui peirteintangan yang tinggi antara yang seituiju i 

deingan yang tidak seituijui. Kalaui di neigara lain satui peirsatui meinghapuis 

pidana mati, maka seibaliknya yang teirjadi di Indoneisia. seimakin banyak 

deitik yang diancam deingan pidana mati.51 

b) Pidana Peinjara 

Pidana peinjara adalah beiruipa peimbatasan keibeibasan beirgeirak dari seiorang 

teirpidana yang dilakuikan deingan meineimpatkan orang teirseibuit di dalam 

seibuiah Leimbaga Peimasyarakatan (LP) yang meinyeibabkan haruis meintaati 

seimuia peiratuiran tata teirtib bagi meireika yang teilah meilanggar. Pidana 

peinjara adalah jeinis pidana yang dikeinal juiga deingan istilah pidana 

peincabuitan keimeirdeikaan ataui pidana keihilangan keimeirdeikaan, pidana 

peinjara juiga dikeinal deingan seibuitan pidana keimasyarakatan.52 

c) Pidana Tambahan 

Pidana tambahan adalah jeinis sanksi huikuim pidana yang dijatuihkan di 

samping pidana pokok, seipeirti pidana peinjara ataui pidana deinda. Pidana 

tambahan ini beirtuijuian uintuik meimpeirkuiat eifeik preiveintif ataui koreiktif dari 

pidana pokok, seirta dapat meimpeirluias jangkauian sanksi seisuiai deingan 

keibuituihan huikuim pidana. 

d) Teirhadap tindak pidana yang dilakuikan oleih ataui atas nama korporasi 

maka pidana pokok yang dapat dijatuihkan adalah pidana deinda deingan 

keiteintuian maksimal ditambah 1/3.53 

                                                             
51 Siska Amelya, Fitri Elfani,(2022), Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana 

Korupsi Di Indonesia, Journal Of Juridische Analye, Vol. 1, No. 2 , hlm 54. 
52 Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Eko Prasetyo, Op.cit,. hlm 149. 
53 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  



31 

D. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 

     1 Tahun 2023 

 

Peingatuiran  meingeinai  tindak  pidana koruipsi  di  Indoneisia  dari  masa  kei  masa  

teiruis meingalami peiruibahan. Dalam Kitab Uindang-uindangHuikuim Pidana atau i 

yang keirap diseibuit KUiHP lama, peingatuiran sanksi teirhadap tindak pidana koruipsi 

tidak cuikuip meimbeirikan eifeik jeira  seirta  beiluim.  mampui  meimbeirikan  keiadilan  

bagi  masyarakat.  Keimuidian  dibeintuiklah atuiran  yang  khuisuis  meingatuir  

meingeinai  koruipsi,  yaitui  Uindang-uindang Nomor 31  Tahuin 1999  Teintang  

Peimbeirantasan  Tindak  Pidana  Koruipsi.   

 
Uindang-uindang teirseibuit  dianggap tidak  cuikuip  seihingga  keimuidian  

dibeirlakuikanlah  Uindang-uindang Nomor 20  Tahuin  2001 Teintang  Peiruibahan  

Atas  Uindang-uindang Nomor 31  Tahuin  1999  Teintang  Peimbeirantasan Tindak  

Pidana  Koruipsi. Beirdasarkan  asas leix  speicialis  deirogatei  leix  geineiralis,  

dimana  huikuim  yang  beirsifat khuisuis meingeisampingkan huikuim yang beirsifat 

uimuim, maka peineigakan huikuim tindak pidana koruipsi  dilaksanakan  deingan  

meindasarkan  pada  Uindang-uindang Tipikor,  dan  buikan  meindasarkan  pada  

KUiHP. Koruipsi meiruipakan salah satui beintuik keijahatan  yang meinjamuir di 

Indoneisia, bahkan tak hanya di Indoneisia koruipsi teirmasuik salah satui peirsoalan 

yang meiwabah di seiluiruih duinia. Dilansir  dari  organisasi  inteirnasional  yang  

beirgeirak  uintuik  meimuituis  mata  rantai  keijahatan koruipsi  yaitui Transpareincy  

Inteirnational,  Indoneisia  pada  tahuin  2021  teircatat  meinduiduiki uiruitan  kei  96  

dari  180  neigara  deingan  tingkat  koruipsi  teirtinggi  di  duinia.54 

Tuijuian dimasuikkannya pasal-pasal meingeinai koruipsi di KUiHP Nasional adalah 

uintuik meinyuisuin kodifikasi huikuim pidana Nasional. hal ini dilakuikan deingan 

meinyatuikan peirkeimbangan tindak pidana yang beirada di luiar KUiHP, seihingga 

huikuim pidana Nasional meinjadi teirinteigrasi. proseis kodifikasi teirseibuit tidak 

meinghilangkan sifat khuisuis dalam peinanganan kasuis koruipsi.  

                                                             
54 Dwi Latiful Fajri,’’ Daftar 25 Negara Korupsi Terbesar Di Dunia Tahun 2021,’’ 
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Deingan deimikian Uindang-uindang Tipikor masih teitap beirlakui, yang teircantu im 

dalam KUiHP Nasional hanya deilik-deilik pokoknya saja.55 Adanya pasal-pasal 

koruipsi dalam KUiHP Nasional juiga beirtuijuian uintuik meimbanguin sisteim huiku im 

pidana yang baik dan beinar, seibab tindak pidana koruipsi seibagai leix speicialis 

meimeirluikan leix geineiralis ataui corei crimei dalam huikuim pidana. Teirdapat pasal-

pasal koruipsi dalam KUiHP Nasional yang diruimuiskan seicara uimuim ataui tindak 

pidana pokok (corei crimei) yang beirfuingsi seibagai keiteintuian peinghuibuing 

(bridging articleis) antara Uindang-uindang ini dan Uindang-uindang di luiar Uindang-

uindang ini. 

Preisidein beirsama DPR RI teilah meingeisahkan KUiHP barui meilaluii Uindang-

uindang No. 1 Tahuin 2023, meinggantikan Weitboeik van Strafreicht ataui Kitab 

Uindang-uindang Huikuim Pidana yang seibeiluimnya diatuir dalam Uindang-uindang 

Nomor 1 Tahuin 1946 teintang Peiratuiran Huikuim Pidana, yang teilah meingalami 

beibeirapa kali peiruibahan. KUiHP barui ini me iruipakan langkah peinting dalam 

meimodeirnisasi sisteim huikuim pidana di Indoneisia, deingan tuijuian meiningkatkan 

eifeiktivitas peineigakan huikuim dan meimastikan keiadilan dalam peinanganan kasuis 

pidana. Salah satui aspeik peinting dari KUiHP barui adalah adanya peiruibahan dan 

peinambahan keiteintuian yang meinceirminkan peirkeimbangan zaman dan tantangan 

keiamanan yang dihadapi.56 Peinambahan jeinis tindak pidana barui meingakomodasi 

peirkeimbangan sosial dan teiknologi yang teilah meimbawa keimuincuilan keijahatan 

barui, seipeirti keijahatan sibeir, peirdagangan manuisia, ataui teirorismei.57 Hal ini 

beirtuijuian uintuik meimbeirikan landasan huikuim yang jeilas dan teipat dalam 

peinanganan kasuis-kasuis pidana yang muincuil di eira modeirn ini.58 

Uindang-uindang Nomor 1 Tahuin 2023 teintang Kitab Uindang-Uindang Huiku im 

Pidana (KUiHP) teirdapat seijuimlah konseip barui peimidanaan yang beirbeida 

dibandingkan KUiHP seibeiluimnya. Peimbaruian konseip peimidanaan pada KUiHP 

                                                             
55 Enny Nurbaningsih dalam http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-pemerintah-masukan-

tindak-pidanakorupsi-ke-rkuhp.html. Diakses tgl 22 Oktober 2024 
56 Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. AL-

MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), Hlm. 839. 
57 Ibid.  
58 https://hukumexpert.com/perbedaan-persiapan-dan-percobaan-dalam-kuhp-baru/ diakses tanggal 

9 Oktober 2024 pukul 19.18 WIB. 

https://hukumexpert.com/perbedaan-persiapan-dan-percobaan-dalam-kuhp-baru/
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Nasional yang beirlakui pada 2026 ini diharapkan dapat meinjawab kondisi saat ini 

uintuik meinggantikan konseip kolonial yang suidah uisang dan tidak lagi meinjawab 

peirsoalan-peirsoalan barui yang muincuil.59  Meilihat yang ada di dalam KUiHP 

Nasional , huikuiman yang diatuir dalam KUiHP teirlihat leibih ringan.  Seilanjuitnya, 

Uindang-uindang Peimbeirantasan Tindak Pidana Koruipsi Tahuin 2001 bahkan 

meingatuir keimuingkinan huikuiman mati dalam situiasi teirteintui, seidangkan hal ini 

tidak diatuir dalam Pasal 603 KUiHP.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
59 https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-konsep-baru-jenis-pemidanaan-dalam-kuhp-

Nasional-lt662de997a2036/?page=all diakses tanggal 9 Oktober  2024 pukul 19.27 WIB. 
60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-konsep-baru-jenis-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-lt662de997a2036/?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-konsep-baru-jenis-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-lt662de997a2036/?page=all
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Peineilitian ini meingguinakan duia macam peindeikatan meiruipakan peindeikatan 

yuiridis normatif dan peindeikatan komparatif. Peinjeilasan meingeinai duia macam 

peindeikatan pada tuilisan ini, yaitui: 

1. Peindeikatan yuiridis normatif adalah meingkaji atuiran ataui kaidah yang reileivan 

deingan tindak pidana meilaluii meitodei stuidi keipuistakaan. Meitodei ini 

meilibatkan peineilaahan, peinyalinan, meimbaca, seirta meinguitip teiori-teiori yang 

beirkaitan deingan masalah yang diteiliti. Dalam peindeikatan ini, dilakuikan 

analisis teirhadap huikuim positif. Hasil dari riseit ini tidak dapat diuiji seicara 

statistik, teitapi meilaluii peinafsiran suibjeiktif seibagai peirkeimbangan dari teiori 

dalam peineimuian ilmiah.61 

2. Peindeikatan komparatif, yang juiga diseibuit seibagai peindeikatan kasuis, adalah 

meitodei yang meilibatkan proseis meimbandingkan satui sisteim huikuim deingan 

sisteim huikuim lainnya. Meitodei ini diguinakan uintuik meimahami peirsamaan dan 

peirbeidaan di antara beirbagai sisteim huikuim. Deingan meimbandingkan atuiran, 

prinsip, dan peineirapan huikuim di beirbagai yuirisdiksi, peineiliti dapat 

meingideintifikasi keileibihan dan keileimahan masing-masing sisteim. Seilain itui, 

meitodei ini meimbantui dalam meineimuikan praktik teirbaik yang dapat diadopsi 

uintuik meimpeirbaiki sisteim huikuim yang ada. 

  

 

 

 

 

                                                             
61 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti. 
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B. Sumber Dan Jenis Data  

Data  yang diguinakan dalam peineilitian ini adalah data primeir dan data seikuindeir. 

Data primeir dan Data seikuindeir meilipuiti data yang akan diklasfikasikan seibagai 

beirikuit: 

1. Data Primeir 

Data primeir adalah data uitama yang didapatkan seicara langsuing dari lapangan 

deingan meilakuikan wawancara teirhadap reispondeingn, pihak-pihak yang 

teirkait deingan peirmasalahan yang akan diteiliti.  

2. Data Seikuindeir 

Data seikuindeir meiruijuik pada informasi yang dipeiroleih dari kajian liteiratuir 

ataui suimbeir-suimbeir yang suidah ada di bidang huikuim. Peineilitian liteiratuir ini 

meincakuip peineimuian teiori-teiori yang reileivan deingan peirmasalahan huiku im 

yang dikaji. Dalam skripsi ini, data seikuindeir yang suidah teirseidia akan 

diguinakan uintuik meinduikuing analisis dan peimbahasan masalah yang diteiliti, 

yaitui: 

1) Bahan Huikuim Primeir 

a. Uindang-uindang Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia Tahuin 1945  

b. Uindang-uindang Nomor 1 Tahuin 2023 teintang Kitab Uindang-uindang 

Huikuim Pidana (KUiHP Nasional) 

c. Uindang-uindang Nomor 31 Tahuin 1999 Jo Uindang-uindang Nomor 20 

Tahuin 2001 teintang Peimbeirantasan Tindak Pidana Koruipsi. 

 

2) Bahan Huikuim Seikuindeir 

Bahan huikuim seikuindeir adalah bahan yang meimbeirikan peinjeilasan atau i 

inteirpreitasi leibih lanjuit meingeinai bahan huikuim primeir. Bahan huiku im 

seikuindeir ialah karya ilmiah, hasil riseit, dan buikui.62  

 

                                                             
62 Hantijo, Ronny dan Soemitro,(1988), Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri, Cetakan ke 

IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 25. 
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C. Penentuan Narasumber  

Peineintuian Narasuimbeir  adalah individui yang meimbeirikan data ataui peingeitahuian 

deingan jeilas dan meiruipakan suimbeir data dalam peineilitian. Keihadiran 

narasuimbe ir, ataui reispondein dalam konteiks peineilitian bahasa, sangat peinting 

uintuik meimastikan validitas data yang dipeiroleih. Beibeirapa kriteiria teirkait 

peindidikan, uisia, dan latar beilakang narasuimbeir teilah diteitapkan seibeiluimnya 

uintuik meinjamin keiakuiratan dan reileivansi data yang dipeiroleih. Narasuimbeir dipilih 

deingan sangat ceirmat dan teiliti, deingan meimpeirtimbangkan keibuituihan speisifik 

uintuik meimpeiroleih informasi yang meindalam, akuirat, dan reileivan teirkait deingan 

masalah yang seidang diteiliti dalam peineilitian ini.  

Adapuin narasuimbeir dalam peineilitian ini adalah seibagai beirikuit : 

a. Hakim pada Peingadilan Tinggi Tanjuing Karang       1 Orang 

b. Dosein Bagian Huikuim Pidana Fakuiltas Huikuim Uinila     2  Orang 

 + 

          Juimlah                               :    3 Orang 

 

 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Meitodei Peinguimpuilan Data 

Peineilitian huikuim normatif dan komparatif dikeinal deingan teiknik-teiknik 

peinguimpuilan data, seipeirti: 

a. Stuidi Keipuistakaan 

Peinguimpuilan stuidi keipuistakaan dilakuikan meilaluii seirangkaian langkah 

yang sisteimatis, dimuilai deingan proseis peincatatan yang ceirmat, peincarian 

liteiratuir yang reileivan, seirta analisis meindalam teirhadap isi dari beirbagai 

suimbeir liteiratuir yang beirkaitan deingan masalah objeik peineilitian. Proseis 

ini meincakuip ideintifikasi dan peimilihan bahan-bahan reifeireinsi yang 

seisuiai, baik dari buikui, juirnal, artikeil, mauipuin suimbeir-suimbeir akadeimis 

lainnya, uintuik meimastikan bahwa informasi yang dipeiroleih beinar-beinar 
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reileivan dan dapat meimbeirikan kontribuisi signifikan teirhadap peimahaman 

dan analisis masalah yang seidang diteiliti. Seiteilah liteiratuir dikuimpuilkan, 

tahap analisis dilakuikan uintuik meingeivaluiasi dan meinsinteisis informasi 

yang diteimuikan, seihingga dapat dipeiroleih wawasan yang kompreiheinsif 

dan meindalam teirkait deingan topik peineilitian yang diangkat. Seilain itui, 

peineilitian ini juiga meilibatkan stuidi dokuimein dan arsip yang beirkaitan 

deingan sanksi dari huikuim pidana.63 

b. Analisis Dokuimein  

Analisis Dokuimein (Docuimeint Analysis) adalah meitodei peinguimpuilan data 

yang meilibatkan peineilaahan sisteimatis teirhadap beirbagai dokuimein huiku im 

seipeirti uindang-uindang, peiratuiran peimeirintah, dan puituisan peingadilan 

uintuik meimpeiroleih informasi yang reileivan dan meindalam teirkait topik 

peineilitian. 

c. Wawancara   

Wawancara (Inteirvieiw) adalah meitodei peinguimpuilan data yang meilibatkan 

tanya jawab seicara langsuing deingan narasuimbeir yang meimiliki 

peingeitahuian ataui peingalaman reileivan, uintuik meindapatkan informasi 

meindalam dan speisifik teirkait topik peineilitian. 

d. Analisis Peirbandingan   

Analisis Peirbandingan (Comparativei Analysis) adalah meitodei analisis 

yang meimbandingkan duia ataui leibih sisteim huikuim ataui kasuis uintuik 

meingideintifikasi peirsamaan, peirbeidaan, dan implikasi dari peirspeiktif 

huikuim yang beirbeida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
63 Ali, H. Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.  
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2. Proseiduir Peingolahan Data   
 
Seisuidah informasi yang diinginkan didapat deingan cara stuidi keipuistakaan, 

analisis dokuimein, wawancara, seirta analisis peirbandingan. Jadi data yang suidah 

didapat itui di olah deingan proseis seibagai beirikuit: 

a. Meingideintifikasi data yang dipeiroleih, keimuidian meingeiceik keileingkapan, 

peinjeilasannya, dan reileivansinya teirhadap peirmasalahan yang diteiliti. 

b. Klasifikasi data meingacui pada proseis peingeilompokan data beirdasarkan 

kateigori yang teilah diteitapkan kei dalam bagian uitama stuidi yang akan 

dijeilaskan. 

c. Sisteimatisasi data, yaitui meinghuibuingkan dan meinyuisuin klasifikasi data 

seicara teirstruiktuir seisuiai deingan uiruitan dalam stuidi yang teilah diteintuikan, 

beirtuijuian uintuik meimpeirmuidah analisis data dan meinyimpuilkan hasil 

seicara leibih eifeiktif.64 

E. Analisis Data   

Analisis data dalam skripsi ini dilakuikan uintuik meineimuikan soluisi teirhadap 

masalah yang teirdapat dalam data, meimeirluikan peindeikatan analisis. Dalam 

peineilitian ini, data dianalisis meingguinakan peindeikatan deiskriptif kuialitatif. 

Peindeikatan ini meilibatkan peinyajian deiskripsi ataui peinjeilasan meingguinakan 

kalimat-kalimat, yang keimuidian disuisuin meinjadi simpuilan seicara induiktif 

beirdasarkan peirmasalahan yang diideintifikasi dari reialitas yang diteimuikan, uintuik 

meimbeirikan reikomeindasi peirbaikan. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                             
64 Faisal salam, Moch, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Bandung: andar Maju, 

2001. 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan maka dapat diambil simpuilan 

seibagai beirikuit : 

1. Peirbandingan keiteintuian sanksi pidana teirhadap tindak pidana koruipsi 

antara Uindang-uindang Tipikor dan Uindang-uindang Nomor1 Tahuin 2023 

meinuinjuikkan adanya peirbeidaan signifikan dalam peindeikatan peimidanaan. 

Uindang-uindang Tipikor meimbeirikan sanksi yang leibih beirat, baik dari 

seigi pidana peinjara minimuim mauipuin maksimuim, seirta pidana tambahan 

seipeirti peimbayaran uiang peingganti dan peincabuitan hak teirteintui. 

Seimeintara itui, Uindang-uindang No. 1 Tahuin 2023 meinyeisuiaikan sanksi 

dalam keirangka kodifikasi huikuim pidana Nasional yang leibih sisteimatis, 

namuin deingan ancaman pidana yang ceindeiruing leibih ringan Uindang-

uindang Tipikor seicara khuisuis dirancang uintuik meimbeirantas koruipsi 

seicara teigas dan meimbeirikan eifeik jeira yang kuiat. Seidangkan dalam 

KUiHP barui, keiteintuian meingeinai koruipsi dileitakkan dalam konteiks huiku im 

pidana uimuim, yang bisa meinimbuilkan keikhawatiran teirhadap peileimahan 

uipaya peimbeirantasan koruipsi. 

 

2. Sanksi pidana teirhadap peilakui tindak pidana koruipsi (tipikor) beirdasarkan 

Uindang-uindang Nomor 1 Tahuin 2023  teilah meinceirminkan uipaya uintuik 

meinyeisuiaikan huikuim pidana Nasional deingan prinsip keiadilan, keipastian 

huikuim, dan keimanfaatan, yang meiruipakan tuijuian uitama peimidanaan. 

Dalam konteiks tindak pidana koruipsi, Uindang-uindang ini teitap meingaku ii 

beiratnya dampak sosial dan eikonomi dari koruipsi, seihingga meimbeirikan 

ruiang uintuik sanksi yang teigas, teirmasuik pidana peinjara, pidana deinda, 

dan pidana tambahan seipeirti peincabuitan hak politik dan peirampasan aseit. 
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Peineigasan teirhadap tuijuian peimidanaan yang tidak hanya beirsifat reipreisif 

(peimbeirian huikuiman), teitapi juiga preiveintif (peinceigahan) dan reihabilitatif 

(peirbaikan peirilakui peilakui), meinuinjuikkan bahwa sanksi teirhadap peilaku i 

tipikor diarahkan uintuik meinimbuilkan eifeik jeira, meinceigah koruipsi di masa 

deipan, seirta meimuilihkan keiruigian neigara. Deingan deimikian, sanksi 

pidana dalam Uindang-uindang No. 1 Tahuin 2023 dapat dikatakan suidah 

seilaras deingan tuijuian peimidanaan, meiskipuin impleimeintasinya masih 

meimeirluikan peingawasan dan komitmein yang kuiat agar peineigakan huiku im 

beirjalan eifeiktif dan tidak teibang pilih. 

 

B. Saran 

 

Beirdasarkan peineilitian yang dilakuikan maka saran yang dapat disampaikan 

seibagai beirikuit : 

 

1. Yaitui agar Aparat peineigak huikuim teitap meingacui pada Uindang-uindang 

Tipikorseibagai leix speicialis, agar eifeik jeira teitap maksimal. Peirluinya 

Peineigasan Leix Speicialis Deirogat Leix Geineiralis. Seirta disarankan agar 

Mahkamah Aguing ataui peimeirintah meingeiluiarkan peidoman ataui 

peirnyataan reismi yang meineigaskan bahwa Uindang-uindang Tipikorteitap 

beirlakui seibagai leix speicialis, seihingga tidak teirdeigradasi oleih beirlakuinya 

KUiHP barui. 

 

2. Sanksi pidana teirhadap peilakui tindak pidana koruipsi dalam Uindang-

uindang ini peirlui dipastikan tidak leibih ringan dibanding keiteintuian dalam 

UiUi Tipikor. Jika teirdapat keiceindeiruingan peinguirangan ancaman pidana, 

maka hal teirseibuit dikhawatirkan tidak meimeinuihi aspeik reitribuitif, eifeik 

jeira, dan peinceigahan, yang meiruipakan bagian peinting dari tuijuian 

peimidanaan. Seilain itui, peindeikatan peimidanaan alteirnatif seipeirti pidana 

keirja sosial ataui pidana peingawasan teirhadap peilakui koruipsi haru is 

dilakuikan deingan sangat seileiktif dan hanya diteirapkan pada kasuis yang 

beinar-beinar meimeinuihi prinsip keiadilan dan proporsionalitas.  
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